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SINOPSIS 

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang  Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

Pada Pengembang Perumahan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 
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1
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Latar belakang masalah. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Yogyakarta yang 

memiliki wilayah paling luas diantara wilayah yang lain serta memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang semakin meningkat dari tiap periode sehingga keberadaan perumahan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, masyarakat berharap bahwa pembangunan perumahan 

tersebut harus memiliki legalitas hukum di bawah ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 terkait dengan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Di sisi lain, para pengembang perumahan di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam memperoleh izin dari pemerintah sehingga banyak 

perumahan di daerah Sleman belum memiliki IMB. 

Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) pada pengembang perumahan di Daerah Sleman telah memenuhi 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Bangunan Gedung. 

Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah “descriptive analitik” dengan pendekatan cross-

sectional yang dilakukan di daerah kabupaten Sleman dengan menggunakan metode wawancara 

kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) di 

kabupaten Sleman untuk menggali permasalahan mengapa proses perizinan mendirikan 

bangunan mengalami hambatan. 
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Hasil penelitian  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Dan Perumahan Rakyak Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung Pada Pengembang Perumahan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Secara adminstrasi dan teknis dalam implementasi Peraturan Menteri Nomor 

05/PRT/M/2016 sudah sesuai dilakukan oleh penyelenggara permohonan (DPMPPT). 

2. Mekanisme Pelayanan Pengaduan Perizinan terhadap pemohon izin dan masyarakat kurang 

puas terhadap layanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 

3. Pihak pengembang sudah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. 

4. Data perumahan yang tidak memiliki IMB tidak ada di data oleh pihak Dinas terkait, tetapi  

DPMPPT mengatakan ada beberapa perumahan yang tidak memiliki IMB. 

5. Pihak pengembang hanya mengikuti dan melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh 

penyelenggara pengurusan izin (DPMPPT) untuk mendapatkan IMB. 

6. Kurangnya pengawasan dan pendataan dalam perumahan yang tidak memiliki izin oleh 

dinas yang berwenang. 
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